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ETIKA KECERDASAN BUATAN DAN TANGGUNG
JAWAB DIGITAL

Pendahuluan

Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (Al) telah bergerak dari
wilayah laboratorium dan industri teknologi menuju ruang hidup sehari-
hari. Al kini hadir dalam mesin pencari, media sosial, platform
pembelajaran, sistem rekomendasi, layanan keuangan, diagnosis
kesehatan, pengelolaan rantai pasok, sistem keamanan, bahkan dalam
perangkat yang tampaknya sederhana seperti kamera telepon pintar.
Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Al generatif
memperlihatkan bahwa mesin tidak lagi sekadar menghitung,
mengklasifikasi, atau memprediksi, melainkan juga mampu
menghasilkan teks, gambar, suara, video, kode program, dan simulasi
keputusan. Perubahan ini membawa manfaat besar. Organisasi dapat
meningkatkan efisiensi, menemukan pola baru dalam data,
mempercepat inovasi, dan memperluas skala layanan. Di bidang
pendidikan, Al dapat membantu personalisasi pembelajaran. Dalam
kesehatan, Al berpotensi mendukung diagnosis dini dan optimasi
administrasi klinik. Dalam bisnis, Al mendukung prediksi permintaan,
pengurangan biaya, dan peningkatan pengalaman pelanggan.

Namun, manfaat tersebut tidak datang dalam ruang hampa nilai. Setiap
teknologi bekerja di dalam konteks sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan
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politik tertentu. Karena itu, pertanyaan tentang Al bukan hanya “apa
yang bisa dilakukan mesin?”, tetapi juga “apa yang seharusnya
dilakukan?”, “siapa yang bertanggung jawab ketika dampak negatif
terjadi?”, dan “nilai-nilai apa yang harus dijaga agar transformasi digital
tidak merusak martabat manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan?”
Dari sinilah lahir kebutuhan mendesak akan pembahasan mengenai etika
kecerdasan buatan dan tanggung jawab digital.

Etika Al membahas seperangkat prinsip normatif yang digunakan untuk
menilai apakah rancangan, penggunaan, dan dampak suatu sistem Al
dapat dibenarkan secara moral. la menyentuh isu keadilan, privasi,
akuntabilitas, transparansi, keamanan, otonomi manusia, inklusi sosial,
serta distribusi manfaat dan risiko. Sementara itu, tanggung jawab digital
mencakup perilaku, kebijakan, tata kelola, dan kapasitas institusi dalam
menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab. Jika etika Al
bertanya tentang yang baik, benar, dan adil, maka tanggung jawab
digital berbicara mengenai siapa harus melakukan apa, dengan standar
bagaimana, dalam proses seperti apa, dan untuk tujuan sosial yang
mana.

Di era transformasi digital, pembicaraan tentang etika tidak boleh
diletakkan di pinggir, seolah-olah ia hanyalah aksesori setelah sistem
selesai dibangun. Etika harus menjadi bagian dari desain, implementasi,
evaluasi, dan tata kelola teknologi. Hal ini penting karena Al bukan
teknologi netral dalam dampak sosialnya. Sistem Al belajar dari data
masa lalu, sementara data masa lalu sering mengandung ketimpangan
sosial, bias institusional, dan pola diskriminasi yang diwariskan. Jika pola
tersebut diserap oleh algoritma dan diproyeksikan ke masa depan, Al
dapat memperkuat ketidakadilan dengan legitimasi semu yang tampak
objektif. Mesin dapat tampak rasional, padahal keputusan yang
dihasilkan mereproduksi prasangka yang sebelumnya tersembunyi
dalam praktik manusia.
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Lebih jauh, Al menghadirkan persoalan baru mengenai relasi antara
manusia dan keputusan. Ketika keputusan kredit, seleksi pekerjaan,
pemberian manfaat sosial, penentuan harga, moderasi konten, atau
evaluasi kinerja diserahkan kepada model matematis yang kompleks,
maka posisi manusia dapat bergeser dari pengambil keputusan menjadi
sekadar pengesah otomatis. Dalam kondisi seperti itu, ada risiko
berkurangnya tanggung jawab moral karena setiap pihak merasa bahwa
“sistem yang memutuskan”. Padahal, sistem tidak pernah benar-benar
berdiri sendiri. Di belakangnya ada perancang, pengelola data, manajer,
regulator, pemilik platform, dan pengguna yang semua ikut membentuk
hasil akhirnya.

Pembahasan etika Al juga menjadi semakin penting karena transformasi
digital bukan hanya soal adopsi alat, tetapi juga soal perubahan struktur
kekuasaan. Siapa yang memiliki data, komputasi, dan model akan
memiliki pengaruh besar atas perilaku pasar, preferensi masyarakat,
arsitektur informasi, dan bahkan cara orang memahami kebenaran.
Dalam konteks ini, tanggung jawab digital menjadi isu strategis. la bukan
sekadar etiket penggunaan gawai atau sopan santun bermedia sosial,
melainkan kemampuan peradaban digital untuk menyeimbangkan
inovasi dengan keadilan, efisiensi dengan martabat, serta otomatisasi
dengan akuntabilitas.

Esai ini akan membahas etika kecerdasan buatan dan tanggung jawab
digital secara komprehensif. Pertama, akan diuraikan kerangka
konseptual etika Al beserta prinsip-prinsip utamanya. Kedua, akan
dianalisis persoalan etis utama yang muncul dalam pengembangan dan
penggunaan Al, seperti bias algoritmik, privasi, transparansi,
akuntabilitas, keamanan, manipulasi informasi, dan dampaknya terhadap
kerja serta pendidikan. Ketiga, akan dibahas tanggung jawab digital pada
level individu, organisasi, profesi, negara, dan masyarakat global.
Keempat, akan disajikan beberapa contoh kasus dalam bentuk narasi
yang memperlihatkan bagaimana dilema etis muncul dalam praktik.
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Kelima, akan dirumuskan pendekatan tata kelola dan kepemimpinan
yang diperlukan agar Al sungguh menjadi teknologi yang melayani
manusia, bukan sebaliknya.

Secara keseluruhan, tesis utama tulisan ini adalah bahwa etika Al dan
tanggung jawab digital tidak dapat dipisahkan. Al yang etis tidak lahir
hanya dari kecanggihan teknis, tetapi dari budaya organisasi, kebijakan
publik, pendidikan moral, desain kelembagaan, dan partisipasi
masyarakat. Masa depan digital yang sehat menuntut lebih dari sekadar
inovasi; ia membutuhkan kebijaksanaan.

1. Memahami Etika Kecerdasan Buatan

Secara umum, etika adalah cabang filsafat yang membahas apa yang
baik, benar, dan layak dilakukan. Dalam konteks Al, etika berkaitan
dengan pertanyaan normatif mengenai bagaimana teknologi dirancang,
digunakan, dan dikendalikan agar selaras dengan nilai-nilai
kemanusiaan. Etika Al tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses.
Sistem yang efisien belum tentu etis; sistem yang akurat belum tentu
adil; sistem yang cepat belum tentu bertanggung jawab.

Ada beberapa pendekatan etis klasik yang dapat membantu memahami
Al. Pendekatan deontologis menekankan kewajiban dan prinsip. Dalam
perspektif ini, perlakuan terhadap manusia harus menghormati hak dan
martabat mereka, tidak boleh semata-mata menjadikan manusia sebagai
alat. Maka, penggunaan Al yang melanggar privasi, menipu pengguna,
atau menghapus hak banding terhadap keputusan otomatis dapat dinilai
tidak etis, sekalipun mungkin efisien. Pendekatan utilitarian menilai
tindakan berdasarkan konsekuensi: apakah sistem Al menghasilkan
manfaat lebih besar dibanding mudaratnya? Di sini, Al mungkin
dibenarkan jika meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.
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Namun, pendekatan ini harus hati-hati karena manfaat total yang besar
dapat menutupi kerugian berat yang dialami kelompok rentan.
Pendekatan etika kebajikan menyoroti karakter pelaku dan budaya moral
institusi. Pertanyaannya bukan hanya “apa aturannya?” atau “apa
akibatnya?”, tetapi juga “kebajikan apa yang harus dimiliki pengembang,
pemimpin, dosen, dokter, jurnalis, dan warga digital agar teknologi
digunakan secara bijak?”

Dalam perkembangan mutakhir, etika Al sering dirumuskan dalam
prinsip-prinsip operasional. Meskipun istilahnya bervariasi, inti prinsip-
prinsip itu relatif serupa.

Pertama, keadilan. Sistem Al harus memperlakukan orang secara adil
dan tidak mendiskriminasi berdasarkan ras, gender, usia, bahasa, agama,
disabilitas, status ekonomi, atau ciri lain yang tidak relevan. Keadilan di
sini tidak sederhana, karena ada banyak definisi keadilan statistik dan
sosial. Namun, secara normatif, Al tidak boleh memperparah
ketidaksetaraan yang sudah ada.

Kedua, transparansi. Pengguna dan pihak terdampak perlu memahami,
setidaknya pada tingkat yang memadai, bagaimana sistem bekerja, data
apa yang digunakan, tujuan apa yang dikejar, dan keterbatasan apa yang
dimiliki. Transparansi tidak selalu berarti membuka seluruh kode sumber,
tetapi harus memungkinkan pemahaman, audit, dan
pertanggungjawaban.

Ketiga, akuntabilitas. Harus ada pihak yang dapat dimintai tanggung
jawab atas keputusan dan dampak Al. Tanpa akuntabilitas, teknologi
dapat menciptakan “kekosongan tanggung jawab”, yakni situasi ketika
kerugian terjadi tetapi tidak ada pihak yang merasa harus
memperbaikinya.

Keempat, privasi dan perlindungan data. Al sangat bergantung pada
data. Karena itu, hak individu atas informasi pribadi, kontrol atas data,
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batas penggunaan sekunder, dan keamanan penyimpanan menjadi
sangat penting. Data bukan sekadar bahan baku teknis; ia berkaitan
dengan identitas, otonomi, dan kebebasan manusia.

Kelima, non-maleficence atau prinsip tidak merugikan. Sistem harus
dirancang untuk meminimalkan kemungkinan membahayakan individu
maupun masyarakat. Dalam Al, ini mencakup keamanan siber,
pencegahan salah diagnosis, mitigasi kesalahan otomatis, perlindungan
terhadap manipulasi, dan pengujian yang memadai.

Keenam, beneficence atau prinsip memberi manfaat. Pengembangan Al
hendaknya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia,
bukan sekadar mengejar keuntungan jangka pendek. Ini penting agar
inovasi digital tidak menjadi proyek teknokratis yang tercerabut dari
kebutuhan sosial nyata.

Ketujuh, otonomi manusia. Al seharusnya memperkuat kapasitas
manusia untuk berpikir dan bertindak, bukan menguranginya. Sistem
yang membuat pengguna ketergantungan, memanipulasi pilihan, atau
menekan kebebasan berpikir perlu dikritisi secara etis.

Kedelapan, inklusivitas dan keberlanjutan. Teknologi harus dirancang
agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas dan dampak lingkungannya
dipertimbangkan. Pelatihan model besar membutuhkan energi dan
infrastruktur signifikan; karena itu, etika Al juga harus memikirkan jejak
ekologisnya.

Dari uraian ini terlihat bahwa etika Al bukan disiplin teknis murni, tetapi
medan interdisipliner. la memerlukan filsafat, hukum, sosiologi, ilmu
komputer, manajemen, kebijakan publik, dan studi organisasi. Dalam
praktik, etika Al bukan sekadar dokumen prinsip yang indah. Tantangan
besarnya adalah menerjemahkan prinsip ke dalam keputusan desain,
standar operasional, struktur insentif, dan mekanisme pengawasan.
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2. Mengapa Al Menimbulkan Dilema Etis Baru?

Semua teknologi memiliki dimensi etis, tetapi Al menghadirkan
tantangan yang lebih tajam karena beberapa sifat khasnya.

Pertama, Al bekerja melalui skala dan kecepatan. Kesalahan manusia
biasanya terbatas pada kasus per kasus, sedangkan kesalahan algoritmik
dapat direplikasi ke jutaan pengguna secara serentak. Jika sebuah model
seleksi kerja bias terhadap kelompok tertentu, bias tersebut dapat
memengaruhi ribuan pelamar dalam waktu singkat.

Kedua, Al sering bersifat kompleks dan opak. Banyak model, khususnya
model pembelajaran mendalam, sulit dijelaskan secara intuitif. Ketika
sistem tidak mudah dipahami, pengguna cenderung mempercayainya
secara berlebihan atau, sebaliknya, menolaknya secara total. Kedua sikap
ini sama-sama problematis.

Ketiga, Al belajar dari data historis. Karena masyarakat tidak bebas dari
ketimpangan, data masa lalu sering mencerminkan preferensi yang bias,
distribusi sumber daya yang tidak adil, serta struktur sosial yang
diskriminatif. Ketika model mempelajari data tersebut tanpa koreksi
normatif, ia dapat menganggap ketimpangan sebagai pola normal yang
patut dipertahankan.

Keempat, Al sering tertanam dalam platform digital yang
mengumpulkan data secara terus-menerus. Kombinasi Al dan
platformisasi menciptakan kemampuan prediksi perilaku yang luar biasa.
Di satu sisi, kemampuan ini memungkinkan personalisasi layanan. Di sisi
lain, ia membuka ruang untuk pengawasan, manipulasi, dan
komersialisasi perhatian manusia.

Kelima, Al memengaruhi distribusi kekuasaan. Organisasi yang memiliki
data, komputasi, dan model besar memperoleh keunggulan ekonomi
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dan politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan keadilan global: apakah
manfaat Al akan dinikmati secara merata, atau justru memperlebar
ketimpangan antara perusahaan besar dan pelaku kecil, antara negara
maju dan berkembang, antara pusat dan pinggiran?

Keenam, Al menantang konsep tradisional tentang tanggung jawab.
Dalam sistem yang melibatkan pengembang model, penyedia data,
penyedia infrastruktur, pengguna organisasi, dan pengguna akhir,
tanggung jawab menjadi tersebar. Ketika terjadi kerugian, siapa yang
bertanggung jawab? Apakah pembuat model, perusahaan yang
menerapkannya, manajer yang memakainya, atau regulator yang lambat
bertindak? Kompleksitas inilah yang membuat tanggung jawab digital
menjadi isu utama.

3. Bias Algoritmik dan Keadilan Sosial

Salah satu isu paling penting dalam etika Al adalah bias algoritmik. Bias
terjadi ketika sistem menghasilkan keputusan atau prediksi yang secara
sistematis merugikan individu atau kelompok tertentu. Bias tidak selalu
muncul karena niat jahat. la sering lahir dari data yang timpang, definisi
target yang sempit, pemilihan variabel yang keliru, representasi sampel
yang tidak seimbang, atau asumsi desain yang tidak peka pada konteks
sosial.

Bayangkan sebuah perusahaan besar menggunakan Al untuk menyaring
pelamar kerja. Sistem dilatih dari data karyawan sukses selama sepuluh
tahun terakhir. Secara teknis, pendekatan ini tampak masuk akal: sistem
mempelajari pola kandidat yang dahulu diterima dan berkinerja baik.
Namun, ternyata selama sepuluh tahun itu perusahaan lebih banyak
merekrut laki-laki dari universitas tertentu dan latar sosial tertentu.
Akibatnya, model mulai menganggap ciri-ciri tersebut sebagai indikator
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kompetensi, padahal mungkin hanya cerminan bias historis organisasi.
Pelamar perempuan atau lulusan dari institusi yang kurang ternama
menjadi lebih sering tersaring keluar. Di sini, Al tidak menciptakan bias
dari nol; ia memperkeras bias lama dengan aura objektivitas statistik.

Kasus serupa dapat terjadi dalam kredit, asuransi, keamanan, dan
pendidikan. Dalam pemberian kredit, data historis mungkin
menunjukkan bahwa wilayah tertentu memiliki tingkat gagal bayar lebih
tinggi. Jika wilayah itu berkorelasi kuat dengan kelompok minoritas atau
kelas sosial rendah, sistem dapat menolak pemohon yang sebenarnya
layak hanya karena mereka tinggal di area tertentu. Dalam keamanan
publik, model prediksi kriminalitas dapat mengirim patroli lebih sering ke
kawasan yang memang selama ini lebih diawasi. Karena patroli lebih
banyak, temuan pelanggaran pun meningkat, lalu model membaca data
itu sebagai bukti bahwa kawasan tersebut memang lebih “berisiko”.
Terjadilah lingkaran umpan balik yang memperkuat stigma.

Secara etis, persoalan bias mengungkap bahwa objektivitas teknis bukan
hal yang netral. Pilihan tentang variabel apa yang digunakan, definisi
“sukses” seperti apa, error mana yang dianggap lebih serius, dan
kelompok mana yang dijadikan acuan, semuanya adalah keputusan
bernilai. Di sinilah para manajer, iimuwan data, dan pembuat kebijakan
harus menyadari bahwa Al bukan sekadar persoalan akurasi keseluruhan,
tetapi juga distribusi kesalahan. Suatu model dapat akurat secara
agregat, namun sangat tidak adil bagi kelompok tertentu.

Untuk mengatasi bias, organisasi perlu melakukan beberapa hal.
Pertama, memeriksa kualitas dan representasi data. Kedua, melakukan uji
keadilan lintas kelompok. Ketiga, melibatkan pakar domain, ilmuwan
sosial, dan perwakilan kelompok terdampak dalam desain sistem.
Keempat, menyediakan mekanisme banding dan koreksi. Kelima,
membatasi penggunaan Al untuk keputusan berisiko tinggi jika bukti
keadilan dan keselamatannya belum memadai.

11
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Namun, penting ditekankan bahwa “menghapus bias” bukan tujuan yang
sesederhana terdengar. Dalam banyak konteks, ada trade-off antara jenis
keadilan statistik tertentu. Oleh karena itu, yang diperlukan bukan ilusi
netralitas sempurna, melainkan proses deliberatif yang transparan untuk
menentukan standar keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan
secara etis dan sosial.

4. Privasi, Data, dan Martabat Manusia

Al hidup dari data. Semakin besar dan beragam data, semakin besar pula
peluang model menemukan pola yang berguna. Tetapi justru di sinilah
salah satu persoalan moral terbesar muncul. Pengumpulan,
penggabungan, analisis, dan monetisasi data digital dapat mengikis
privasi secara perlahan namun mendalam. Privasi bukan semata-mata
soal menyembunyikan sesuatu. Privasi berkaitan dengan kontrol atas
diri, kebebasan untuk bereksperimen tanpa diawasi terus-menerus, dan
kemampuan untuk membangun identitas secara otonom.

Dalam ekosistem digital, jejak data seseorang tersebar di banyak titik:
pencarian, lokasi, transaksi, interaksi media sosial, riwayat belanja,
biometrik, rekam medis, perilaku belajar, bahkan pola mengetik dan
ekspresi wajah. Ketika data-data ini digabungkan, Al dapat membentuk
profil yang sangat rinci tentang seseorang. Profil tersebut dapat
digunakan untuk menawarkan produk secara presisi, tetapi juga dapat
dipakai untuk memanipulasi keputusan, mendiskriminasi harga, menilai
“risiko” seseorang, atau memprediksi perilaku sebelum orang itu sendiri
menyadarinya.

Bayangkan seorang mahasiswa menggunakan platform belajar daring.
Platform itu tidak hanya merekam nilai, tetapi juga waktu aktif, durasi
membaca, pola menjawab, frekuensi membuka ulang materi, bahkan

12
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kemungkinan kebingungan berdasarkan perilaku klik. Data tersebut bisa
sangat membantu dosen untuk mendukung pembelajaran adaptif. Akan
tetapi, apabila data itu disimpan tanpa batas, dibagikan kepada pihak
ketiga, atau digunakan untuk menilai karakter mahasiswa di luar konteks
pembelajaran, maka terjadi pelanggaran kepercayaan. Yang semula
disebut “personalisasi” dapat berubah menjadi pengawasan.

Secara etis, ada beberapa prinsip penting. Pertama, persetujuan yang
bermakna. Banyak pengguna “menyetujui” syarat layanan tanpa benar-
benar memahami implikasinya. Persetujuan formal yang diperoleh
melalui dokumen panjang dan kabur belum tentu dapat dianggap etis.
Kedua, pembatasan tujuan. Data yang dikumpulkan untuk satu tujuan
tidak otomatis boleh digunakan untuk tujuan lain. Ketiga, minimalisasi
data. Hanya data yang sungguh diperlukan yang seharusnya
dikumpulkan. Keempat, keamanan data. Kebocoran data dapat
menimbulkan kerugian yang tidak mudah dipulihkan. Kelima, hak untuk
mengetahui, mengoreksi, dan, dalam batas tertentu, menghapus
data.

Persoalan privasi menjadi lebih rumit dengan munculnya Al generatif.
Model generatif sering dilatih dari data sangat besar yang diambil dari
internet, dokumen, gambar, atau suara. Pertanyaan etis yang muncul
antara lain: apakah data tersebut diperoleh secara sah? Apakah pencipta
konten mendapatkan pengakuan atau kompensasi? Apakah model
menyimpan dan dapat mengeluarkan kembali informasi sensitif? Apakah
pengguna memahami bahwa interaksi mereka dengan sistem dapat
digunakan untuk pelatihan lebih lanjut?

Privasi juga terkait dengan martabat. Manusia bukan sekadar kumpulan
titik data yang dapat diprediksi dan dioptimalkan. Jika semua aspek
kehidupan direduksi menjadi objek pengukuran dan komodifikasi, ada
risiko manusia diperlakukan sebagai entitas yang nilainya ditentukan

13



Rudy C Tarumingkeny: Etika Kecerdasan Buatan dan Tanggung
Jawab Digital

oleh profil digitalnya. Etika Al menuntut penolakan atas reduksionisme
semacam itu.

5. Transparansi, Keterjelasan, dan Hak untuk Memahami

Transparansi sering disebut sebagai prinsip utama dalam Al. Namun,
maknanya perlu dijelaskan secara hati-hati. Transparansi bukan berarti
setiap orang harus memahami seluruh matematika di balik model. Yang
lebih penting adalah keterjelasan yang relevan bagi pihak terdampak.
Seorang pasien tidak perlu memahami seluruh arsitektur model
diagnosis, tetapi ia berhak mengetahui bahwa keputusan klinis tertentu
dibantu oleh Al, data apa yang dipakai, sejauh mana tingkat
keandalannya, dan siapa yang bertanggung jawab bila terjadi kesalahan.

Dalam praktik, ada beberapa level transparansi. Ada transparansi teknis,
yakni dokumentasi mengenai data, model, parameter, dan proses
evaluasi. Ada transparansi operasional, yakni penjelasan bagaimana
sistem digunakan dalam alur kerja organisasi. Ada transparansi bagi
pengguna, yakni informasi yang memungkinkan mereka memahami
keterbatasan sistem dan risiko penggunaannya. Ada pula transparansi
sosial, yakni keterbukaan mengenai tujuan, dampak, dan tata kelola Al
bagi publik.

Mengapa transparansi penting? Pertama, tanpa transparansi, sulit
membangun kepercayaan yang sehat. Kedua, transparansi
memungkinkan audit dan koreksi. Ketiga, ia melindungi hak individu
untuk mempertanyakan keputusan yang memengaruhi hidup mereka.
Keempat, transparansi membantu mencegah “pencucian algoritmik”,
yaitu situasi ketika keputusan yang sebenarnya politis atau bias
disamarkan seolah-olah murni teknis.
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Namun, transparansi juga memiliki batas. Model yang sepenuhnya
transparan belum tentu mudah dipahami. Sebaliknya, penjelasan yang
terlalu sederhana bisa menyesatkan. Dalam beberapa kasus, keterbukaan
penuh juga dapat mengganggu keamanan atau hak kekayaan
intelektual. Karena itu, tantangannya adalah menemukan bentuk
keterjelasan yang cukup untuk akuntabilitas tanpa menimbulkan
kerugian lain.

Dalam dunia pendidikan, misalnya, jika universitas menggunakan Al
untuk mendeteksi plagiarisme atau menilai risiko putus studi, mahasiswa
harus diberi tahu bahwa sistem semacam itu dipakai dan bagaimana
hasilnya akan diinterpretasikan. Jika mahasiswa diberi label “berisiko
tinggi” tanpa penjelasan, label itu dapat menimbulkan stigma dan
memengaruhi perlakuan dosen. Transparansi di sini penting bukan hanya
untuk keadilan prosedural, tetapi juga untuk menjaga hubungan
pedagogis yang berbasis kepercayaan.

6. Akuntabilitas: Siapa Bertanggung Jawab?

Pertanyaan “siapa yang bertanggung jawab?” merupakan inti tanggung
jawab digital. Dalam ekosistem Al, ada banyak aktor: pengembang
model, penyedia data, vendor, pimpinan organisasi, pengguna
profesional, regulator, dan pengguna akhir. Kompleksitas ini sering
membuat tanggung jawab menjadi kabur.

Misalnya, sebuah rumah sakit mengadopsi sistem Al untuk
memprioritaskan pasien yang perlu penanganan cepat. Vendor
menyediakan model, tim TI mengintegrasikan sistem, manajemen rumah
sakit menetapkan prosedur, dokter menggunakan rekomendasinya. Lalu
suatu hari, seorang pasien terlambat tertangani karena sistem menilai
risikonya rendah berdasarkan data yang tidak lengkap. Siapa yang
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bertanggung jawab? Vendor dapat berkata model hanya alat bantu.
Dokter mungkin mengatakan ia dibebani banyak pasien dan mengikuti
protokol. Manajemen menyalahkan kurangnya pelatihan. Dalam situasi
seperti ini, akuntabilitas yang tidak jelas dapat merugikan pasien dan
menghambat perbaikan.

Karena itu, organisasi memerlukan kerangka akuntabilitas yang tegas.
Pertama, harus jelas kapan Al bersifat rekomendatif dan kapan bersifat
determinatif. Kedua, harus ada manusia yang secara formal bertanggung
jawab atas keputusan pada area berisiko tinggi. Ketiga, seluruh alur
penggunaan perlu didokumentasikan. Keempat, insiden harus dilaporkan
dan ditinjau melalui mekanisme audit. Kelima, vendor tidak boleh
dibebaskan sepenuhnya melalui klausul kontrak yang menempatkan
seluruh risiko pada pengguna institusional.

Dalam perspektif manajemen, akuntabilitas Al adalah persoalan tata
kelola. Sistem yang baik tidak cukup hanya “berfungsi”, tetapi juga harus
dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural. Ini berarti organisasi
perlu membangun komite etika atau dewan tata kelola Al, menetapkan
proses impact assessment, mengembangkan standar pembelian
teknologi, dan mewajibkan evaluasi risiko sebelum implementasi. Tanpa
itu, etika hanya menjadi slogan.

Akuntabilitas juga terkait dengan hak banding. Individu yang terdampak
oleh keputusan Al, terutama dalam konteks kerja, pendidikan, layanan
publik, dan keuangan, semestinya memiliki jalan untuk meminta
peninjauan manusia. Hak banding bukan tanda ketidakpercayaan pada
teknologi, melainkan pengakuan bahwa kehidupan manusia terlalu
kompleks untuk direduksi menjadi skor semata.

7. Otonomi, Manipulasi, dan Kebebasan Manusia
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Salah satu ironi teknologi digital adalah bahwa alat yang menjanjikan
pemberdayaan justru dapat menjadi instrumen manipulasi. Al
memungkinkan personalisasi yang sangat halus. Platform dapat
mempelajari apa yang menarik perhatian seseorang, apa yang
membuatnya cemas, topik apa yang memicu kemarahan, dan waktu
kapan ia paling rentan. Pengetahuan ini dapat dipakai untuk
meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga dapat digunakan
untuk menahan perhatian selama mungkin, mendorong konsumsi
impulsif, atau memengaruhi opini politik.

Di sinilah muncul persoalan otonomi. Otonomi berarti kemampuan
manusia untuk membuat keputusan secara reflektif berdasarkan alasan
yang dapat ia akui sebagai miliknya sendiri. Jika lingkungan digital
dirancang untuk mengeksploitasi bias kognitif, emosi, dan kelemahan
perhatian, maka pilihan pengguna mungkin tetap tampak bebas secara
formal, tetapi secara substantif telah dipengaruhi secara manipulatif.

Contoh yang jelas tampak pada sistem rekomendasi konten. Algoritma
sering dioptimalkan untuk engagement. Secara bisnis, ini masuk akal.
Namun, konten yang paling menarik perhatian tidak selalu yang paling
benar, sehat, atau bermanfaat. Materi yang memancing kemarahan,
sensasi, atau ketakutan sering lebih mudah viral. Jika sistem terus
mempelajari bahwa konten ekstrem meningkatkan durasi interaksi, maka
platform dapat secara tidak langsung mendorong polarisasi sosial.

Dalam konteks pendidikan, penggunaan Al juga dapat menyentuh
otonomi intelektual. Ketika mahasiswa terlalu bergantung pada alat
generatif untuk merangkum, menulis, atau menjawab soal, ada risiko
menurunnya kapasitas berpikir mandiri. Masalahnya bukan pada
penggunaan alat itu sendiri, melainkan pada cara dan proporsi
penggunaannya. Al dapat mempercepat akses informasi, tetapi bila
dipakai tanpa disiplin epistemik, ia dapat melemahkan latihan berpikir
kritis, argumentasi, dan penilaian moral.
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Karena itu, etika Al menuntut pendekatan yang memelihara human
agency. Sistem sebaiknya dirancang untuk membantu pengambilan
keputusan, bukan merebut keputusan. Antarmuka harus mendorong
refleksi, bukan sekadar kepatuhan otomatis. Pengguna perlu diberi
ruang untuk memahami, menolak, menyesuaikan, dan mengoreksi
rekomendasi sistem.

8. Misinformasi, Deepfake, dan Krisis Kepercayaan

Perkembangan Al generatif melahirkan tantangan baru dalam ekologi
informasi. Kini teks, suara, dan gambar dapat diproduksi dengan kualitas
tinggi, kecepatan besar, dan biaya rendah. Hal ini membuka peluang
kreatif yang luar biasa, tetapi juga menimbulkan risiko misinformasi,
disinformasi, dan deepfake.

Misinformasi adalah informasi salah yang disebarkan tanpa niat menipu,
sedangkan disinformasi adalah informasi salah yang sengaja dirancang
untuk menipu atau memanipulasi. Al memperbesar skalanya. Seseorang
dapat membuat ratusan artikel palsu, akun otomatis, atau video imitasi
tokoh publik untuk memengaruhi opini. Di tengah banjir konten,
masyarakat bisa mengalami kelelahan verifikasi. Akibatnya, kepercayaan
terhadap bukti visual dan tekstual menurun. Kita memasuki situasi yang
berbahaya: bukan hanya kebohongan yang menjadi mudah dibuat,
tetapi kebenaran pun menjadi mudah diragukan.

Bayangkan menjelang pemilihan umum, beredar video seorang kandidat
yang tampak mengucapkan pernyataan kontroversial. Video itu ternyata
hasil manipulasi Al. Meskipun kemudian dibantah, kerusakan reputasi
mungkin sudah terjadi. Lebih jauh, ketika publik sadar bahwa video bisa
dipalsukan, politisi yang benar-benar terekam melakukan pelanggaran
dapat dengan mudah menyebut bukti itu “"deepfake”. Inilah yang disebut
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sebagian pemikir sebagai liar’s dividend: keuntungan bagi pembohong
ketika teknologi pemalsuan membuat semua bukti menjadi dapat
disangkal.

Tanggung jawab digital dalam konteks ini meliputi beberapa lapis.
Platform harus memperkuat deteksi dan pelabelan konten sintetis.
Pengembang model perlu menerapkan pembatasan terhadap
penyalahgunaan. Institusi media harus memperkuat standar verifikasi.
Dunia pendidikan perlu mengembangkan literasi media dan literasi Al.
Warga digital harus belajar bersikap hati-hati terhadap konten yang
memicu emosi kuat. Etika Al di sini berkaitan erat dengan etika
komunikasi publik.

9. Al, Dunia Kerja, dan Keadilan Organisasi

Al mengubah struktur pekerjaan, kompetensi yang dibutuhkan, dan cara
organisasi mengelola manusia. Sebagian pekerjaan akan diotomatisasi,
sebagian ditransformasikan, dan sebagian baru akan muncul. Tetapi
perubahan ini tidak netral secara sosial. Manfaat produktivitas bisa
terkonsentrasi pada pemilik modal dan pekerja berkemampuan tinggi,
sementara pekerja lain menghadapi penurunan posisi tawar atau
kehilangan pekerjaan.

Dalam organisasi, Al juga mulai digunakan untuk memonitor
produktivitas, menilai kinerja, menjadwalkan kerja, dan menyaring
pelamar. Jika semua ini dijalankan tanpa etika, tempat kerja dapat
berubah menjadi lingkungan pengawasan permanen. Karyawan diukur
terus-menerus melalui jumlah klik, waktu aktif, kecepatan merespons,
volume keluaran, dan pola perilaku digital lain. Meskipun data ini dapat
membantu optimasi, ada risiko bahwa manusia diperlakukan sebagai
komponen mesin, bukan subjek bermartabat.
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Mari bayangkan narasi berikut. Sebuah perusahaan logistik menerapkan
sistem Al untuk mengoptimalkan rute dan mengevaluasi produktivitas
kurir. Pada awalnya, sistem menurunkan biaya dan mempercepat
pengiriman. Manajemen sangat puas. Namun, setelah beberapa bulan,
para kurir mulai mengeluhkan stres tinggi. Sistem memberi penalti
otomatis ketika mereka terlambat, tanpa mempertimbangkan banjir,
jalan rusak, atau kondisi pelanggan. Beberapa kurir merasa tidak lagi
diperlakukan sebagai manusia yang memahami situasi lapangan,
melainkan sebagai angka performa. Konflik meningkat, loyalitas
menurun, dan tingkat keluar masuk karyawan melonjak. Kasus ini
menunjukkan bahwa efisiensi jangka pendek yang dicapai lewat Al dapat
menimbulkan biaya sosial dan organisasional yang lebih besar jika
martabat kerja diabaikan.

Etika Al dalam dunia kerja menuntut keadilan prosedural dan partisipasi.
Pekerja harus diberi tahu ketika keputusan penting dipengaruhi
algoritma. Mereka perlu memiliki saluran keberatan. Serikat pekerja atau
perwakilan karyawan sebaiknya dilibatkan dalam desain sistem yang
memengaruhi kondisi kerja. Organisasi juga harus berinvestasi pada
reskilling dan upskilling, bukan sekadar menggunakan Al untuk
merampingkan tenaga kerja.

Secara manajerial, ini penting. Tanggung jawab digital dalam perusahaan
bukan sekadar menghindari gugatan hukum, tetapi membangun
legitimasi dan kepercayaan internal. Organisasi yang menjadikan Al
sebagai alat augmentasi manusia cenderung lebih berkelanjutan
daripada yang menggunakannya sebagai alat kontrol sempit.

10. Al dalam Pendidikan: Antara Dukungan dan Ketergantungan
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Bagi dunia pendidikan, Al adalah peluang sekaligus tantangan. la dapat
membantu personalisasi pembelajaran, penyusunan materi,
penerjemahan, simulasi, umpan balik cepat, dan perluasan akses
pengetahuan. Dosen dapat memanfaatkan Al untuk menyusun rubrik,
membuat contoh kasus, atau mengelola administrasi. Mahasiswa dapat
menggunakannya untuk brainstorming, meringkas literatur, atau berlatih
menulis.

Namun, ada persoalan etis yang harus dihadapi. Pertama, integritas
akademik. Jika mahasiswa menyerahkan tugas yang sebagian besar
dihasilkan Al tanpa pemahaman yang memadai, maka proses belajar
kehilangan makna. Kedua, epistemologi pendidikan. Pengetahuan bukan
hanya produk akhir, tetapi hasil dari proses bertanya, membaca,
menganalisis, menimbang argumen, dan merevisi pemikiran. Ketika Al
menggantikan terlalu banyak bagian dari proses itu, mahasiswa dapat
tampak produktif tetapi miskin kedalaman intelektual.

Ketiga, ada masalah keadilan. Mahasiswa yang memiliki akses ke alat Al
premium mungkin memperoleh keuntungan dibanding yang tidak.
Keempat, ada masalah privasi ketika platform Al menyerap data tugas,
diskusi, atau karya mahasiswa. Kelima, ada persoalan otoritas
pengetahuan. Mahasiswa dapat menerima jawaban Al dengan mudah,
padahal model mungkin berhalusinasi atau memberi informasi keliru
dengan gaya yang meyakinkan.

Sebuah narasi sederhana dapat membantu. Seorang mahasiswa
pascasarjana diminta menulis esai tentang kepemimpinan digital. la
menggunakan Al untuk membuat kerangka, merangkum sumber, dan
menyusun draf awal. Tulisan yang dihasilkan rapi dan fasih. Namun, saat
seminar, ia kesulitan menjelaskan dasar argumennya. la tidak dapat
membedakan mana pemikiran penulis yang ia baca dan mana konstruksi
Al. Dalam kasus ini, masalahnya bukan sekadar kecurangan, melainkan
keterputusan antara teks dan pemahaman. Pendidikan yang baik
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menuntut pembentukan kapasitas berpikir, bukan hanya produksi
dokumen.

Karena itu, tanggung jawab digital di pendidikan mencakup
pembentukan etika penggunaan Al. Mahasiswa perlu diajarkan
bagaimana menggunakan Al sebagai mitra intelektual, bukan pengganti
nalar. Dosen perlu merancang asesmen yang lebih menekankan refleksi,
proses, presentasi lisan, aplikasi kontekstual, dan penalaran personal.
Institusi pendidikan perlu menetapkan kebijakan yang jelas: kapan
penggunaan Al diperbolehkan, bagaimana mengungkapkannya, dan
standar apa yang harus dipenuhi agar integritas akademik tetap terjaga.

11. Tanggung Jawab Digital: Dari Individu ke Sistem

Istilah tanggung jawab digital sering dipahami terlalu sempit sebagai
perilaku etis pengguna internet. Padahal, dalam era Al, tanggung jawab
digital memiliki cakupan lebih luas. la meliputi kewajiban moral dan
kelembagaan semua pihak yang berkontribusi pada ekosistem digital.

a. Tanggung jawab individu

Pada level individu, tanggung jawab digital berarti menggunakan
teknologi secara sadar, kritis, dan beretika. Warga digital bertanggung
jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi,
menghormati privasi orang lain, memahami keterbatasan Al, serta tidak
menggunakan alat digital untuk manipulasi, plagiarisme, pelecehan, atau
penipuan. Literasi digital dan literasi Al menjadi bagian dari tanggung
jawab ini.

b. Tanggung jawab profesional

Profesi tertentu memiliki tanggung jawab lebih tinggi karena keputusan
mereka berdampak besar. Dokter, dosen, guru, jurnalis, akuntan, analis
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keuangan, pengacara, dan manajer tidak boleh menggunakan Al secara
serampangan. Mereka harus memahami bahwa Al adalah alat bantu
yang perlu ditafsirkan dalam terang etika profesi. Seorang dokter tidak
boleh menyerahkan keputusan klinis sepenuhnya pada model. Seorang
dosen tidak boleh menilai mahasiswa hanya berdasarkan skor otomatis
tanpa pertimbangan pedagogis. Seorang jurnalis tidak boleh
memublikasikan konten hasil Al tanpa verifikasi.

c. Tanggung jawab organisasi

Perusahaan, universitas, rumah sakit, bank, dan instansi pemerintah
memiliki tanggung jawab struktural. Mereka harus membangun tata
kelola Al, melakukan penilaian dampak, memastikan keamanan dan
keadilan sistem, melatih pegawai, serta menyediakan mekanisme audit
dan pengaduan. Tanggung jawab organisasi juga mencakup budaya. Jika
insentif internal hanya mengejar kecepatan peluncuran dan
pertumbuhan pengguna tanpa memperhatikan risiko, maka pelanggaran
etika lebih mudah terjadi.

d. Tanggung jawab negara

Negara memiliki peran dalam regulasi, perlindungan hak warga, dan
pembentukan kapasitas nasional. Regulasi yang baik harus melindungi
masyarakat tanpa mematikan inovasi. Negara perlu menetapkan standar
untuk penggunaan Al di sektor berisiko tinggi, memperkuat
perlindungan data, mendukung riset independen, dan memastikan
bahwa transformasi digital tidak memperdalam kesenjangan.

e. Tanggung jawab global

Al adalah teknologi lintas batas. Data, model, platform, dan dampaknya
melintasi yurisdiksi nasional. Karena itu, tanggung jawab digital juga
memerlukan kerja sama internasional. Persoalan standar, keamanan
siber, perang informasi, dan kesenjangan akses tidak bisa diselesaikan
oleh satu negara saja. Dunia memerlukan norma global mengenai
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penggunaan Al yang menghormati hak asasi manusia dan keadilan
antarbangsa.

12. Tata Kelola Al yang Etis

Agar etika Al tidak berhenti pada tingkat slogan, ia harus
diinstitusionalisasikan melalui tata kelola. Tata kelola Al yang baik
setidaknya memuat beberapa elemen berikut.

Pertama, prinsip yang jelas. Organisasi perlu memiliki dokumen
kebijakan yang mendefinisikan nilai dan batas penggunaan Al. Namun,
prinsip saja tidak cukup.

Kedua, penilaian dampak. Sebelum sistem diimplementasikan, perlu
dianalisis siapa yang akan terdampak, risiko apa yang mungkin timbul,
seberapa serius dampaknya, dan langkah mitigasi apa yang tersedia.
Untuk penggunaan berisiko tinggi, penilaian ini harus ketat.

Ketiga, kualitas data dan dokumentasi model. Organisasi harus
mengetahui asal-usul data, representasi sampel, potensi bias, dan
keterbatasan model. Dokumentasi bukan pekerjaan administratif belaka;
ia fondasi akuntabilitas.

Keempat, human oversight. Keputusan penting harus tetap berada di
bawah pengawasan manusia yang kompeten. Pengawasan manusia yang
sekadar formal tidak cukup. Orang yang mengawasi harus punya
kewenangan, pemahaman, dan waktu untuk benar-benar meninjau
keputusan.

Kelima, audit dan monitoring berkala. Model dapat mengalami drift,
konteks sosial dapat berubah, dan dampak tak terduga bisa muncul
setelah implementasi. Karena itu, evaluasi harus berkelanjutan.
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Keenam, mekanisme pengaduan dan perbaikan. Pihak terdampak
perlu memiliki saluran yang efektif untuk melaporkan kerugian atau
ketidakadilan. Respons organisasi terhadap pengaduan merupakan ujian
nyata tanggung jawab digital.

Ketujuh, pelatihan etika dan literasi Al. Pengguna internal perlu
memahami bukan hanya cara memakai sistem, tetapi juga implikasi
moralnya.

Kedelapan, kepemimpinan yang bertanggung jawab. Pada akhirnya,
etika Al adalah masalah kepemimpinan. Jika pimpinan melihat etika
sebagai penghambat inovasi, organisasi akan cenderung
mengabaikannya. Tetapi jika pimpinan memandang etika sebagai syarat
legitimasi dan keberlanjutan, maka kebijakan dan budaya akan bergerak
ke arah yang lebih sehat.

13. Narasi Kasus: Ketika Al Mempercepat, tetapi Tidak Selalu
Memperbaiki

Untuk memperjelas pembahasan, berikut tiga narasi singkat.
Kasus 1: Universitas dan Sistem Penilaian Risiko Mahasiswa

Sebuah universitas menerapkan Al untuk mengidentifikasi mahasiswa
yang berisiko gagal lulus tepat waktu. Sistem menggunakan data
kehadiran, nilai tugas awal, aktivitas di platform belajar, dan riwayat
akademik. Secara niat, kebijakan ini baik: universitas ingin memberi
dukungan lebih dini. Pada semester pertama, sistem berhasil menandai
beberapa mahasiswa yang kemudian menerima pendampingan dan
menunjukkan perbaikan.

Namun, muncul masalah. Mahasiswa dari daerah dengan koneksi
internet tidak stabil sering terdeteksi “kurang aktif” di platform.

25



Rudy C Tarumingkeny: Etika Kecerdasan Buatan dan Tanggung
Jawab Digital

Mahasiswa yang bekerja sambilan juga tampak kurang terlibat secara
digital, padahal mereka belajar secara luring. Tanpa disadari, sistem
menempelkan label risiko lebih tinggi pada mahasiswa yang
menghadapi keterbatasan struktural, bukan semata masalah akademik.
Sebagian dosen kemudian memperlakukan label tersebut seolah-olah
menunjukkan kurangnya komitmen.

Pelajaran etikanya jelas. Niat baik tidak menjamin keadilan. Data perilaku
digital tidak selalu merepresentasikan kapasitas atau motivasi belajar.
Tanggung jawab digital menuntut universitas memeriksa validitas
indikator, menjelaskan penggunaan sistem kepada mahasiswa, dan
memastikan bahwa label Al dipakai untuk dukungan, bukan stigmatisasi.

Kasus 2: Rumah Sakit dan Sistem Triase Otomatis

Sebuah rumah sakit swasta menerapkan Al untuk membantu triase di
unit gawat darurat. Tujuannya mempercepat prioritas penanganan.
Sistem dilatih dari data ribuan pasien sebelumnya. Dalam simulasi,
hasilnya sangat baik. Namun, pada praktik awal, tim medis menemukan
bahwa sistem kadang meremehkan tingkat keparahan pasien lanjut usia
yang gejalanya tidak “klasik” menurut pola data pelatihan. Dokter muda
yang terlalu percaya pada sistem menjadi lambat mengambil keputusan
berbeda.

Kasus ini memperlihatkan dua hal: pertama, akurasi rata-rata tidak
menjamin keandalan pada semua subpopulasi; kedua, keberadaan
manusia di dalam loop tidak otomatis cukup jika manusia cenderung
tunduk pada rekomendasi mesin. Tanggung jawab digital di sektor
kesehatan memerlukan pelatihan kritis, audit kelompok rentan, dan
budaya yang memberi ruang bagi profesional untuk menyimpang dari
rekomendasi algoritmik ketika diperlukan.

Kasus 3: Perusahaan Media dan Otomatisasi Konten
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Sebuah perusahaan media menggunakan Al generatif untuk
mempercepat produksi artikel singkat, ringkasan berita, dan judul
konten. Trafik meningkat karena volume publikasi melonjak. Namun,
setelah beberapa bulan, beberapa artikel terbukti mengandung
kesalahan faktual, kutipan tak akurat, dan penyederhanaan berlebihan.
Masalah lebih besar muncul ketika redaksi menyadari bahwa gaya
penulisan makin seragam dan dangkal. Wartawan junior kehilangan
kesempatan belajar menulis karena sebagian pekerjaan awal mereka
diambil alih sistem.

Kasus ini menunjukkan bahwa efisiensi produksi dapat bertentangan
dengan kualitas epistemik dan pembinaan profesi. Tanggung jawab
digital di media bukan hanya menghindari berita palsu, tetapi juga
menjaga integritas jurnalisme sebagai praktik pencarian kebenaran.

14. Kepemimpinan Etis di Era Al

Transformasi Al membutuhkan jenis kepemimpinan yang tidak hanya
teknologis, tetapi juga moral dan reflektif. Pemimpin tidak cukup
bertanya apakah Al dapat mengurangi biaya atau mempercepat proses.
la juga harus bertanya: apa dampaknya terhadap keadilan, kepercayaan,
pembelajaran, dan legitimasi organisasi?

Kepemimpinan etis di era Al memiliki beberapa ciri. Pertama, kesadaran
normatif. Pemimpin mampu mengenali bahwa keputusan teknologi
selalu mengandung nilai. Kedua, kerendahan epistemik. Pemimpin
sadar bahwa model tidak sempurna dan bahwa kompleksitas sosial tidak
selalu dapat direduksi menjadi skor. Ketiga, keberanian institusional. la
berani menunda atau membatasi implementasi jika risiko belum dapat
diterima. Keempat, partisipasi. la melibatkan pihak terdampak dalam
perancangan kebijakan. Kelima, orientasi jangka panjang. la memahami
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bahwa reputasi, kepercayaan, dan kualitas hubungan manusia lebih
penting daripada efisiensi jangka pendek yang dicapai dengan cara tidak
etis.

Dalam bahasa manajemen, Al yang etis memerlukan governance,
capabllity building, dan culture. Budaya organisasi yang baik tidak
menempatkan etika sebagai unit kecil yang terisolasi, tetapi sebagai
bagian dari strategi. Kinerja digital perlu diukur tidak hanya dengan RO,
tetapi juga dengan indikator keadilan, keselamatan, kepuasan, dan
kualitas proses.

15. Pendidikan Etika Al sebagai Agenda Peradaban

Salah satu kesalahan umum dalam membahas Al adalah menganggap
bahwa persoalannya dapat diselesaikan hanya oleh insinyur atau
regulator. Padahal, masyarakat luas perlu dibekali dengan pendidikan
etika Al. Pendidikan ini penting setidaknya karena tiga alasan.

Pertama, Al semakin membentuk kehidupan sehari-hari. Warga perlu
memahami bagaimana sistem digital memengaruhi perhatian,
keputusan, dan peluang mereka. Kedua, demokrasi digital membutuhkan
warga yang tidak mudah dimanipulasi oleh informasi sintetis dan sistem
rekomendasi. Ketiga, banyak profesi non-teknis kini berinteraksi dengan
Al. Karena itu, literasi Al harus menjadi bagian dari pendidikan umum,
pendidikan tinggi, dan pengembangan profesional.

Pendidikan etika Al sebaiknya tidak hanya berisi aturan larangan, tetapi
juga latihan penalaran moral. Mahasiswa dan profesional perlu diajak
menganalisis dilema, menimbang konflik nilai, memahami keterbatasan
model, dan menghubungkan teknologi dengan konteks sosial.
Pendekatan kasus sangat berguna di sini. Misalnya, mahasiswa
manajemen dapat diminta menilai apakah penggunaan Al dalam
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evaluasi karyawan dapat dibenarkan, dengan mempertimbangkan
efisiensi, privasi, dan keadilan. Mahasiswa komunikasi dapat menelaah
implikasi deepfake bagi kepercayaan publik. Mahasiswa pendidikan
dapat mendiskusikan batas penggunaan Al dalam penilaian dan
pembelajaran.

Dengan cara itu, etika Al menjadi bagian dari pembentukan warga dan
profesional yang matang, bukan sekadar kepatuhan administratif.

16. Menuju Kerangka Praktis Tanggung Jawab Digital

Sebagai penutup analitis sebelum simpulan, berguna merumuskan
kerangka praktis yang dapat dipakai organisasi dalam menerapkan
tanggung jawab digital. Kerangka ini dapat disederhanakan menjadi
tujuh pertanyaan:

Tujuan
Untuk apa Al digunakan? Apakah tujuannya sah, jelas, dan selaras
dengan misi organisasi?

Data

Dari mana data berasal? Apakah data relevan, legal, representatif, dan
aman?

Risiko

Siapa yang berpotensi dirugikan? Risiko apa yang mungkin muncul,
terutama bagi kelompok rentan?

Keadilan
Apakah sistem telah diuji untuk berbagai kelompok? Definisi keadilan
apa yang dipakai dan mengapa?
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Pengawasan manusia
Siapa yang meninjau hasil sistem? Apakah mereka punya kewenangan
dan kompetensi?

Transparansi dan keberatan
Apakah pengguna dan pihak terdampak mendapat penjelasan yang
layak? Apakah tersedia mekanisme banding?

Evaluasi berkelanjutan
Bagaimana sistem dimonitor setelah diterapkan? Siapa yang
bertanggung jawab memperbaiki masalah?

Kerangka ini sederhana, tetapi penting. Banyak pelanggaran etika Al
justru terjadi karena organisasi melompati pertanyaan-pertanyaan dasar
ini demi kecepatan implementasi.

Simpulan

Etika kecerdasan buatan dan tanggung jawab digital merupakan dua sisi
dari satu agenda besar: memastikan bahwa transformasi digital tetap
berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. Al memang menawarkan efisiensi,
akurasi, prediksi, personalisasi, dan skala yang sebelumnya sulit dicapai.
Namun, tanpa kerangka etis dan tata kelola yang kuat, manfaat tersebut
dapat berubah menjadi sumber diskriminasi, pengawasan, manipulasi,
erosi otonomi, kerusakan kepercayaan, dan ketimpangan baru.

Dari pembahasan di atas tampak bahwa etika Al tidak dapat direduksi
menjadi satu prinsip tunggal. la mencakup keadilan, privasi, transparansi,
akuntabilitas, keamanan, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap
otonomi manusia. Setiap prinsip saling berhubungan dan kadang
menuntut penyeimbangan yang bijaksana. Teknologi yang sangat efisien
dapat tidak adil. Sistem yang sangat personal dapat melanggar privasi.
Otomatisasi yang sangat cepat dapat mengurangi tanggung jawab
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manusia. Karena itu, penerapan Al selalu memerlukan penilaian
kontekstual.

Tanggung jawab digital memperluas pembahasan dari “apa yang benar
secara moral” menjadi “siapa harus bertindak dan bagaimana”. Individu
harus melek digital dan bertanggung jawab atas perilaku onlinenya.
Profesional harus mengintegrasikan Al dengan etika profesi. Organisasi
harus membangun tata kelola, audit, dan budaya yang sehat. Negara
harus melindungi warga dan menciptakan regulasi yang proporsional.
Komunitas global harus bekerja sama karena Al melampaui batas
nasional.

Bagi dunia manajemen, pelajaran utamanya adalah bahwa Al bukan
hanya proyek teknologi, melainkan proyek organisasi dan kemanusiaan.
Keputusan tentang data, model, indikator kinerja, dan otomasi adalah
juga keputusan tentang keadilan, martabat, dan relasi kuasa. Karena itu,
kepemimpinan di era Al harus menggabungkan kompetensi digital
dengan kebijaksanaan etis. Pemimpin yang baik bukan yang paling cepat
mengadopsi Al, melainkan yang paling mampu memastikan bahwa Al
memperkuat manusia, bukan melemahkannya.

Bagi dunia pendidikan, Al harus diperlakukan sebagai alat yang
memperluas kemampuan belajar, bukan menggantikan proses
intelektual. Kita perlu membina generasi yang mampu menggunakan Al
secara cerdas, kritis, jujur, dan bertanggung jawab. Masa depan tidak
hanya ditentukan oleh seberapa canggih mesin yang kita bangun, tetapi
juga oleh seberapa matang nilai yang menuntun kita dalam
membangunnya.

Pada akhirnya, pertanyaan terdalam tentang Al bukan pertanyaan teknis.
la adalah pertanyaan peradaban: masyarakat seperti apa yang ingin kita
bentuk dengan bantuan teknologi? Bila jawabannya adalah masyarakat

yang adil, manusiawi, reflektif, dan berkelanjutan, maka etika kecerdasan
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buatan dan tanggung jawab digital harus ditempatkan di pusat, bukan di
pinggir, dari seluruh agenda transformasi digital.

Berikut Glosarium dan Daftar Pustaka (APA 7) untuk topik “Etika
Kecerdasan Buatan dan Tanggung Jawab Digital.” Glosarium ini
disusun secara sintesis dari kerangka normatif dan tata kelola Al yang
banyak dirujuk secara internasional, terutama UNESCO, OECD, NIST, dan
EU Al Act, serta literatur akademik tentang fairness, explainability, privasi,
dan akuntabilitas algoritmik. (UNESCO Documents)

Glosarium

Akuntabilitas algoritmik

Prinsip bahwa keputusan, rekomendasi, atau dampak yang dihasilkan
sistem Al harus dapat ditelusuri kepada pihak yang bertanggung jawab,
baik perancang, pengembang, pengelola, maupun organisasi pengguna.
(OECD)

Al generatif

Jenis Al yang mampu menghasilkan konten baru seperti teks, gambar,
audio, video, atau kode berdasarkan pola yang dipelajari dari data
pelatihan. (NIST Publications)

Audit etis Al

Proses pemeriksaan sistematis untuk menilai apakah suatu sistem Al
selaras dengan prinsip etika, hukum, dan tata kelola yang berlaku,
termasuk keadilan, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas. (DOI)
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Bias algoritmik

Kecenderungan sistem Al menghasilkan keluaran yang secara sistematis
merugikan kelompok tertentu akibat data, desain model, pilihan variabel,
atau konteks implementasi. (SSRN)

Data pelatihan

Kumpulan data yang digunakan untuk melatih model Al agar mengenali
pola, membuat prediksi, atau menghasilkan respons tertentu. Kualitas
dan representasi data pelatihan sangat memengaruhi keadilan serta
keandalan model. (NIST Publications)

Deepfake

Konten sintetis—biasanya video, audio, atau gambar—yang dibuat atau
dimanipulasi dengan Al sehingga tampak autentik, padahal palsu atau
menyesatkan. (NIST Publications)

Digital responsibility / tanggung jawab digital

Kewajiban moral, profesional, organisasional, dan institusional untuk
menggunakan teknologi digital secara aman, adil, transparan, dan
menghormati hak manusia. (UNESCO Documents)

Diskriminasi otomatis

Ketidakadilan yang muncul ketika sistem otomatis menolak, menilai, atau
memperlakukan seseorang secara merugikan berdasarkan karakteristik
yang sensitif atau proksi dari karakteristik tersebut. (SSRN)

Eksplainabilitas / explainability
Kemampuan suatu sistem Al untuk memberikan penjelasan yang dapat
dipahami manusia mengenai bagaimana atau mengapa sebuah keluaran

dihasilkan. (Springer)

Fairness / keadilan
Prinsip bahwa sistem Al tidak boleh menghasilkan perlakuan yang bias
atau tidak proporsional terhadap individu atau kelompok tertentu,

33


https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2477899.&utm_source=chatgpt.com
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/nist.ai.100-1.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://unesdoc.unesco.org/ark%3A/48223/pf0000380455?utm_source=chatgpt.com
https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2477899.&utm_source=chatgpt.com
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-28954-6.pdf?utm_source=chatgpt.com

Rudy C Tarumingkeny: Etika Kecerdasan Buatan dan Tanggung
Jawab Digital

terutama dalam keputusan berisiko tinggi seperti kerja, kredit,
pendidikan, atau kesehatan. (OECD)

Governance Al / tata kelola Al

Kerangka kebijakan, prosedur, peran, dan mekanisme pengawasan yang
mengatur perancangan, implementasi, penggunaan, audit, dan evaluasi
sistem Al dalam organisasi atau negara. (NIST Publications)

Hak untuk penjelasan

Gagasan normatif dan hukum bahwa individu yang terdampak
keputusan otomatis berhak memperoleh informasi yang bermakna
tentang logika keputusan tersebut dan konsekuensinya. (QUP Academic)

Human oversight / pengawasan manusia

Keterlibatan manusia yang bermakna dalam memantau, meninjau,
mengoreksi, atau membatalkan keputusan Al, khususnya pada
penggunaan berisiko tinggi. (UNESCO Documents)

Human-centered Al

Pendekatan pengembangan Al yang menempatkan martabat, hak,
keselamatan, kesejahteraan, dan otonomi manusia sebagai pusat desain
dan implementasi teknologi. (UNESCO Documents)

Misinformasi

Informasi salah atau menyesatkan yang tersebar tanpa niat manipulatif
yang jelas, tetapi tetap berpotensi menimbulkan kerugian sosial. Dalam
era Al generatif, produksinya menjadi jauh lebih mudah dan cepat. (ACM
Digital Library)

Model drift

Penurunan kinerja model Al karena perubahan data, perilaku pengguna,
atau kondisi lingkungan dari waktu ke waktu, sehingga model yang
semula akurat menjadi kurang reliabel. (NIST Publications)

Non-maleficence
Prinsip etika untuk tidak menimbulkan kerugian. Dalam Al, ini terkait
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dengan pencegahan bahaya, keselamatan sistem, dan mitigasi risiko
pada individu maupun masyarakat. (Harvard Data Science Review)

Otonomi manusia

Kemampuan individu untuk berpikir, memilih, dan bertindak secara
bebas dan reflektif tanpa manipulasi berlebihan dari sistem digital atau
algoritmik. (UNESCO Documents)

Privasi data

Hak individu atas perlindungan informasi pribadinya, termasuk kontrol
atas pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan pembagian data.
(UNESCO Documents)

Risk assessment / penilaian risiko

Proses mengenali, mengukur, dan mengelola risiko yang mungkin timbul
dari sistem Al terhadap individu, organisasi, dan masyarakat. (NIST
Publications)

Sistem Al berisiko tinggi

Kategori sistem Al yang, karena tujuan dan konteks penggunaannya,
dapat berdampak signifikan terhadap keselamatan, hak dasar, atau akses
seseorang terhadap layanan penting. EU Al Act menempatkan kategori
ini dalam rezim kewajiban yang lebih ketat. (Eur-Lex)

Stochastic parrots

Istilah kritis untuk menggambarkan model bahasa besar yang dapat
menghasilkan keluaran fasih berdasarkan pola statistik tanpa
pemahaman makna seperti manusia, sehingga berpotensi menyebarkan
bias, halusinasi, dan kerusakan epistemik. (ACM Digital Library)

Tata kelola data

Kebijakan dan praktik pengelolaan data sepanjang siklus hidupnya, mulai
dari pengumpulan, penyimpanan, kualitas, akses, keamanan, hingga
penghapusan. (NIST Publications)
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Transparansi

Keterbukaan yang memadai mengenai tujuan sistem Al, jenis data yang
digunakan, cara kerja umum, keterbatasan, dan pihak yang bertanggung
jawab, sehingga memungkinkan kepercayaan dan audit yang sehat.
(UNESCO Documents)

Trustworthy Al

Al yang layak dipercaya karena dirancang dan dioperasikan dengan
memperhatikan legalitas, etika, keandalan teknis, dan dampak sosialnya.
(OECD)
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